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ABSTRACT

The government continues to increase infrastructure development to realize
equitable development and prosperity for all levels of society. One of the settlement
facilities in the context of facilitating the National Strategic Project is the
implementation of land acquisition for development in the public interest. The
provision of compensation to parties entitled to land acquisition activities is carried
out properly and fairly.

The issuance of Presidential Regulation Number 109 of 2020 on the Third
Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 on Accelerating the
Implementation of National Strategic Projects aims to increase infrastructure
development in Indonesia. One of the realizations is through government cooperation
with business entities. Airports are infrastructure that requires land in its
development through land acquisition. This research uses a qualitative method with
a descriptive analysis approach. The data collection techniques were observation,
interview, and document study.

The results of the research are the process and progress of the implementation
of land acquisition for the construction of Kediri Airport which is carried out through
the business to business (B2B) pattern and the stage pattern. Problems in land
acquisition include the existence of parties other than the land acquisition team
involved in it, lack of understanding of the land acquisition mechanism, no
coordination from the party that requires land with the Ministry of ATR / BPN, and
people who reject the value of compensation both when doing the B2B pattern and
the pattern of land acquisition stages for the public interest. So that data verification,
community and village apparatus guidance, coordination related to land acquisition
for the construction of Kediri Airport with the Kediri District Land Office, and
settlement through location determination to resolve problems in B2B for people who
reject the value of compensation and consignment for people who reject
compensation during the pattern stage.

Keywords: National Strategic Project, Government Cooperation with Business
Entities, Land Acquisition, Business to Business
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah hingga saat ini terus berkomitmen dalam peningkatan
pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Pembangunan infrastruktur
memberikan peran yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan dan
pemerataan  pembangunan  maupun  kesejahteraan  rakyat. Pada
pelaksanaannya, tanah diperlukan sebagai lokasi yang kemudian digunakan
untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur bagi kepentingan umum.
Muliawan (2016) menyatakan pembangunan yang dimaksud adalah
pembangunan yang ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh
lapisan masyarakat, bukan pembangunan yang mementingkan kepentingan
pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah wajib
menyediakan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanpa
mengabaikan kepentingan pihak lain. Di Indonesia, pengadaan tanah telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menindaklanjuti  peraturan perundang-undangan tersebut, guna
mencapai suatu tujuan khususnya dalam peningkatan ekosistem dan
percepatan Proyek Strategis Nasional serta adanya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melalui
pembangunan nasional dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur, maka terdapat penyederhanaan terkait peraturan salah satunya
mengenai penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional. Penyelenggaraan
pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 jo.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Proyek Strategis Nasional merupakan program yang diselenggarakan

baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun suatu badan usaha yang



memiliki tujuan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bersifat
strategis guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan
nasional. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional mengatur mengenai pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional dengan tujuan memberikan kepastian dalam
keberlanjutan suatu Proyek Strategis Nasional, pembagian risiko, maupun
pembagian tugas pada pelaksanaan tahapannya.

Bandar udara merupakan salah satu pembangunan insfrastruktur yang
dalam pelaksanaan pembangunannya membutuhkan lahan yang sangat luas.
Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 mengenai
Bandar Udara, bahwa bandar udara merupakan kawasan yang berada di
daratan/perairan yang memiliki batas-batas tertentu yang memiliki kegunaan
untuk tempat pesawat udara dalam mendarat maupun lepas landas, naik
turunnya penumpang, melakukan bongkar muatan barang, dan sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang difasilitasi dengan
keselamatan dan keamanan penerbangan secara lengkap, serta fasilitas pokok
dan penunjang lainnya.

Berdasarkan program pemerintah yang dijalankan oleh Presiden Joko
Widodo, telah ditetapkan beberapa proyek yang masuk pada kategori Proyek
Strategis Nasional, salah satunya proyek pembangunan Bandar Udara Kediri
yang terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. PT Gudang Garam
Tbk. melalui anak perusahaannya yaitu PT Surya Dhoho Investama melakukan
pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Kediri. Proyek ini
merupakan Proyek Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau
disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama
antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam menyediakan infrastruktur yang
memiliki tujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada rencana yang
telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian maupun seluruhnya menggunakan
sumber daya dari Badan Usaha dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan pembagian risiko antara para pihak yang sebelumnya



dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI tanggal 4 Februari
2020 Nomor KM 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara
Kediri di Kediri, kebutuhan tanah untuk Bandar Udara Kediri seluas 454,5 Ha.
Kebutuhan tersebut terbagi menjadi beberapa tahap. Pada tahapan pertama,
Bandar Udara Kediri memerlukan tanah seluas 372 Ha. Bahwa dari luas 372
Ha pada tahap pertama, PT Surya Dhoho Investama telah membebaskan tanah
secara business to business (B2B) seluas 347,45 Ha. Pola business to business
(B2B) ini dilaksanakan sejak 2016 sampai dengan 2019. Kebutuhan pengadaan
tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut melalui 2 (dua) pola
atau model. Pola pertama yaitu business to business (B2B) dengan landasan
penguasaan tanahnya berupa lzin Lokasi. Berdasarkan dari tanah yang
diperoleh pada tahap pertama, 24,55 Ha yang tersisa diselesaikan melalui pola
kedua yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan landasan
penguasaan tanahnya berupa Penetapan Lokasi dari Gubernur. Hal ini
dikarenakan residu tanah yang belum terselesaikan melalui pola business to
business (B2B) dapat dilaksanakan konsinyasi apabila masyarakat yang
terdampak menolak atas nilai ganti rugi yang ditetapkan melalui pola tahapan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas proses, progres,
permasalahan, dan solusi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
pembangunan Bandar Udara Kediri, melalui penelitian yang berjudul
“Dinamika Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Pembangunan Bandar Udara Kediri”.

. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat
dirumuskan beberapa fokus masalah yang dapat diteliti yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum pembangunan Bandar Udara Kediri?



2. Bagaimana progres pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum pembangunan Bandar Udara Kediri?

3. Apa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara
Kediri?

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam penyelesaian pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara
Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara Kediri;

b. Mengetahui progres pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara Kediri

c. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
pembangunan Bandar Udara Kediri; dan

d. Mengetahui dan merumuskan solusi yang diperlukan dalam
penyelesaian permasalahan di pengadaan tanah pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan
Bandar Udara Kediri.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengungkapkan proses
dan progres pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, permasalahan dan solusi pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara
Kediri;



b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Kementerian ATR/BPN) dan stakeholder lain untuk
mengetahui secara mendasar mengenai proses pengadaan tanah,
permasalahan dan solusi melalui kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dengan skema Kerjasama antara Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU).

D. Keaslian Penelitian
Penelitian disusun atas pertimbangan dengan membandingkan
penelitian ini dengan penelitian serupa terkait pengadaan tanah yang telah
dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Proses pembandingan dilakukan
dengan mengidentifikasi nama peneliti, judul penelitian, metode penelitian,
jenis penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.



Tabel 1 Penelitian yang Relevan

a. Peneliti (Tahun)
b. Judul Penelitian
No. | c. Metode Penelitian Masalah yang Diteliti Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian
d. Jenis Penelitian
e. Perguruan Tinggi
1. a. Pitasari (2019) Mekanisme, problematika, Pelepasan tanah wakaf diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 41 Tahun 2004 Penelitian ini berfokus pada

b. Problematika dan dan strategi pelepasan tanah | dan PP No. 42 Tahun 2006 beserta perubahannya yaitu PP No. 25 Tahun 2018. permasalahan yang dihadapi
Strategi Penyelesaian wakaf, tanah desa, dan tanah | Pelepasan tanah instansi pemerintah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 1 dalam pelaksanaan pelepasan
Pelepasan Tanah instansi pemerintah untuk Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 2014 dan PMDN No. 19 Tahun 2016. Problematika hak atas tanah baik dari pola
Wakaf, Tanah Desa, pembangunan Bandara Baru | yang terjadi kesulitan mencari tanah pengganti dan memerlukan waktu yang cukup B2B maupun pola tahapan
dan Tanah Instansi di DIY lama dalam permohonan persetujuannya dengan strategi penyelesaian memberi ganti pengadaan tanah untuk
Pemerintah Untuk rugi uang dan melakukan pelepasan di hadapan Kakantah sebelum adanya izin tertulis | kepentingan umum.
Pembangunan Bandara penggantian tanah wakaf dari Menteri Agama/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atas
Baru Di Daerah persetujuan BWI/BWI Provinsi untuk tanah wakaf dan memberi ganti kerugian berupa
Istimewa Yogyakarta uang dan menganggap bahwa izin pelepasan sudah termasuk dalam izin penetapan

c. Deskriptif-Kualitatif lokasi untuk tanah kas desa serta pelepasan tanah desa yang berasal dari iuran warga

d. Skripsi cukup memperoleh izin dari Bupati. Pada pelepasan tanah instansi pemerintah adanya

e. Sekolah Tinggi perbedaan pemaknaan, ditunjang dengan tugas pemerintahan sehingga menentukan

Pertanahan Nasional

apakah layak atau tidak untuk diberikan ganti kerugian dengan strategi penyelesaian
melakukan permohonan pendapat oleh Pemkab Kulon Progo kepada Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DIY kepada
Wakil Presiden R.I.




Lanjutan Tabel 1.

a. Peneliti (Tahun)
b. Judul Penelitian
No. | c. Metode Penelitian
d. Jenis Penelitian

e. Perguruan Tinggi

Masalah yang Diteliti

Hasil Penelitian

Perbedaan Penelitian

. Devi Arum Pratiwi
(2021)

b. Permasalahan dan
Solusi Pemberian
Ganti Rugi Tanah Kas
Desa Pada Pengadaan
Tanah Jalan Tol Solo-
Mantingan | Di Desa
Wonorejo, Kecamatan
Gondangrejo,
Kabupaten
Karanganyar, Provinsi
Jawa Tengah

c. Deskriptif-Kualitatif

d. Skripsi

e. Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional

Pelaksanaan pemberian ganti
rugi tanah kas desa,
permasalahan, dan upaya
penyelesaian pada
pengadaan tanah Jalan Tol
Solo-Mantingan 1 di Desa
Wonorejo, Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten

Karanganyar

Beberapa pelaksanaan ganti rugi tanah kas desa tidak sesuai, diantaranya jangka waktu
pelepasan TKD dan penyediaan tanah pengganti yang tidak sesuai, penyediaan tanah
pengganti yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pelepasan pengganti harus
menunggu adanya tanah pengganti, serta lokasi tanah pengganti berada di luar
kecamatan yang terdampak. Permasalahan yang terjadi, kesulitan dalam seleksi ajuan
tanah pengganti, kesulitan dalam mencari tanah pengganti, Proyek Tol Solo-Mantingan
dihapus dari PSN, proses tukar menukar yang lama, harga tanah pengganti mengalami
kenaikan, permasalahan sisa tanah kas desa, permasalahan sisa uang ganti kerugian, hasil
pengukuran ulang oleh BPN berbeda dengan luas di sertipikat. Solusi dari permasalahan
yaitu ditentukan kriteria tanah pengganti untuk tanah kas desa, mengajukan permohonan
dispensasi tukar menukar tanah kas desa kepada Mendagri, pengajuan pembayaran ganti
rugi melalui dana APBN Kementerian PUPR, pihak pemerintah desa melakukan
komunikasi aktif dengan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah,
pemerintah desa memakai dasar harga tertinggi penilaian appraisal, mengajukan
kompensasi kepada pemerintah provinsi, mengajukan permohonan diskresi kepada
Bupati terkait kesulitan dalam penggunaan sisa uang ganti rugi, dan dilaksanakan

penilaian kembali oleh appraisal

Penelitian ini berfokus pada
kegiatan pelaksanaan ganti rugi
baik hak atas tanah masyarakat
maupun tanah kas desa yang

terdampak.




Lanjutan Tabel 1.

a. Peneliti (Tahun)
b. Judul Penelitian
No. | c. Metode Penelitian Masalah yang Diteliti Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian
d. Jenis Penelitian
e. Perguruan Tinggi
3. | a. Denova Dyah 1. Konstruksi pengaturan 1. Pada peraturan-peraturan terkait terdapat Pasal-Pasal yang tidak sesuai (disharmoni) | Penelitian ini berfokus pada
Anggraeni (2022) mengenai kerjasama satu sama lain terutama pada Pasal yang membahas tentang pengertian instansi, pelaksanaan pengadaan tanah
b. Kajian Yuridis pemerintah dengan badan proses pengadaan dan perolehan tanah, serta dalam hal modal pembiayaan pembangunan Bandar Udara
Kerjasama Pemerintah usaha (KPBU) dalam infrastruktur. Kediri melalui proyek
dengan Badan Usaha pembangunan 2.Model kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kerjasama meliputi Desain dan kerjasama antara Pemerintah
(KPBU) dalam infrastruktur Bangun (DB); Desain Bangun dan Operasikan (DBO); Bangun, Operasikan dan dengan Badan Usaha (KPBU).
Pembangunan 2. Model KPBU dalam Transfer (BOT); Bangun, Sewa dan Transfer (BLT); Merancang, Bangun, Keuangan
Infrastruktur pengandaan tanah untuk dan Operasikan/Pertahankan (DBFO/M); Membangun, Memiliki dan
c. Normatif-Yuridis pembangunan Mengoperasikan (BOO); dan Beli, Bangun dan Operasikan (BBO). Karena dengan
d. Thesis infrastruktur minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan pembangunan tetap
e. Universitas Kristen berjalan dengan bantuan investor yaitu pihak swasta tanpa kehilangan aset daerah.
Satya Wacana Salatiga
4. a. Rima Kurniasih (2018) | Pelaksanaan, kendala, dan Pelaksanaan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pengadaan tanah tahun 2009 dan 2010. Penelitian ini berfokus pada
b. Permasalahan solusi pengadaan tanah Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yaitu perencanaan, penetapan lokasi, prosedur pelaksanaan

Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan

Bendung Slinga,

untuk pembangunan
Bendung Slinga di Desa

Banjaran, Kecamatan

pelaksanaan, dan pengurusan hak atas tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah sampai
dengan pembayaran ganti kerugian telah dilaksanakan sebagaimana peraturan yang
berlaku. Permasalahan pada tahap pelepasan tanah kas desa yaitu perlu mendapatkan

izin dari bupati dan gubernur yang sampai dengan saat ini belum diterbitkan karena

pengadaan tanah pembangunan
Bandar Udara Kediri dengan
menganalisis permasalahan

yang dihadapi dalam pengadaan




Lanjutan Tabel 1.

a. Peneliti (Tahun)
b. Judul Penelitian
No. | c. Metode Penelitian Masalah yang Diteliti Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian
d. Jenis Penelitian
e. Perguruan Tinggi
Kabupaten Bojongsari, Kabupaten belum ada perdes dari Kepala Desa Banjaran dan Kepala Desa Banjaran dimana masih | tanah serta merumuskan solusi
Purbalingga Purbalingga proses peradilan terkait tindak pidana korupsi. Adapun pembayaran ganti kerugian terkait.
c. Kualitatif-Deskriptif yang tidak dicantumkan ke dalam buku kas desa dan dikelola sendiri oleh mantan
d. Skripsi Kepala Desa Banjaran dan tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dilepaskan
e. Sekolah Tinggi sampai sekarang masih atas nama pemilik asal, belum dikuasai sepenuhnya oleh
Pertanahan Nasional Pemerintah Desa Banjaran. Dua bidang tanah pengganti sejak tahun 2012 sudah
memberikan pemasukan bagi Pemerintah Desa dan sudah dikuasai Desa Banjaran,
sedangkan dua bidang lain masih digarap pemilik lama dan masih ada sengketa.
Pemerintah Desa Banjaran belum melakukan mutasi terhadap tanah pengganti menjadi
tanah kas desa dan belum disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran.
5. | a. Gian Khinanti (2021) 1.Problematika pengadaan Pembangunan Bandara di Kediri yang dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah | Penelitian ini berfokus pada
b. Pelaksanaan tanah pembangunan Daerah dengan PT Gudang Garam dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan proses dan progres pelaksanaan

Pemberian Ganti
Untung Dalam
Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Bandara di Kabupaten
Kediri berdasarkan
Undang — Undang Nomor
2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk

Usaha (KPBU) dengan pembiayaan dilakukan oleh PT Gudang Garam seluruhnya dan
pengerjaan lapangan dilakukan oleh PT SDHI, serta PT Gudang Garam akan mendapat
konsesi selama 30 — 50 tahun. Tahap demi tahap telah dilakukan oleh Panitia
Pengadaan Tanah dan telah memenuhi kaidah tata ruang dan sesuai dengan tata ruang.
Kendalanya terdapat kurang lebih 11 warga yang masih bertahan dan enggan

melepaskan tanahnya untuk pembangunan Bandara Kediri dengan alasan bahwa harga

pengadaan tanah, permasalahan
yang dihadapi, dan solusi yang
dilakukan dalam penyelesaian
pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk

kepentingan umum




Lanjutan Tabel 1.

a. Peneliti (Tahun)
b. Judul Penelitian
No. | c. Metode Penelitian Masalah yang Diteliti Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian
d. Jenis Penelitian

e. Perguruan Tinggi

Bandara Di Kediri Kepentingan Umum dan yang diberikan oleh tim penilai sangat tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian pembangunan Bandar Udara
Jawa Timur solusi yang dilakukan kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah masih terdapat warga yang Kediri.
c. Empiris-Yuridis dalam pemberian ganti belum sepakat terhadap harga nilai jual yang ditentukan. Tim panitia pengadaan tanah
d. Skripsi rugi bagi pembangunan melakukan upaya negosisasi kepada warga yang belum mau melepaskan tanahnya,
e. Universitas untuk kepentingan umum | serta akan ditempuh jalur konsinyasi jika diperlukan. Disamping adanya ganti kerugian
Pembangunan Bandara di Kabupaten secara fisik menurut peneliti perlu adanya ganti rugi secara nonfisik seperti ganti rugi
Nasional “Veteran” Kediri terhadap hilangnya suatu pekerjaan dibukanya lapangan pekerjaan baru mengingat
Surabaya warga disekitar daerah terdampak memiliki mata pencaharian petani yang mana

sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan tanah.

Sumber: Hasil Olah Peneliti, Maret 2023
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Pembandingan dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan,
sehingga dapat diketahui beberapa perbedaan antara lain dalam hal:

1. Penelitian ini mengangkat proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara Kediri;

2. Penelitian ini mengangkat progres pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan Bandar Udara Kediri;

3. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam proses
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan
Bandar Udara Kediri;

4. Penelitian ini juga merumuskan solusi yang diperlukan dalam penyelesaian
permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
pembangunan Bandar Udara Kediri.

Berdasarkan Tabel 1 dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas
mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi dan kendala yang dihadapi dalam proses
pengadaan tanah yang dilakukan pada pola pertama. Hal ini dibuktikan berdasarkan
kesimpulan penelitian terdahulu mengenai masih adanya masyarakat yang belum
sepakat atas ketentuan harga nilai yang jual ketika pelaksanaan ganti kerugian pada
tahap pertama. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada proses, progres pelaksanaan
pengadaan tanah, permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan dalam
penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
pembangunan Bandar Udara Kediri yang dilakukan melalui skema Kerjasama antara
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga bisa menjadi solusi atas

keterbatasan anggaran dalam rangka kegiatan pengadaan tanah di masa depan.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang
dikaji, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kediri
dilakukan melalui dua pola, yaitu pola business to business (B2B) dan pola
tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pola business to business
(B2B) memiliki landasan penguasaan tanah berupa lzin Lokasi dari Bupati.
Untuk pelaksanaan pengadaan tanah seluruhnya dilaksanakan oleh PT Surya
Dhoho Investama bersama notaris/PPAT yang membantu dalam pelaksanaan
B2B. Sedangkan pola tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
memiliki landasan penguasaan tanah berupa penetapan lokasi dari Gubernur.
Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas pengadaan tanah selaku
ketua pelaksana pengadaan tanah yang berwenang dimulai dari pembentukan
panitia pelaksana pengadaan tanah sampai dengan penyerahan hasil.

2. Target dan realisasi bidang tanah yang harus dibebaskan untuk pembangunan
Bandar Udara Kediri melalui pengadaan tanah telah selesai dilaksanakan.
Jumlah bidang yang dibebaskan menjadi tanah negara melalui pola business to
business (B2B) sejak tahun 2016 hingga 2019 yaitu 1.311 bidang. Untuk Tanah
Kas Desa dilakukan tukar menukar dengan luas 22,7 Ha serta Barang Milik
Daerah Kabupaten Kediri dilakukan pemindahtanganan melalui tukar menukar
dengan barang milik PT Surya Dhoho Investama. Sedangkan melalui pola
tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dibebaskan 1,7 Ha
tanah milik warga dan 22,7 Ha berupa Tanah Kas Desa yakni sebagai tanah
pengganti untuk Tanah Kas Desa yang dibebaskan pada saat business to
business (B2B). Tahapan yang saat ini berjalan adalah proses pembangunan
bandar udara. Setelah pembangunan yang ditargetkan selesai, status hak atas
tanah dari tanah negara akan dimohonkan kembali hak atas tanahnya oleh
pihak badan usaha kepada Kementerian Perhubungan. Tanah yang dibebaskan
akan diserahkan ke Pemerintah Negara Republik Indonesia Cg. Kementerian
Perhubungan yang status haknya berupa Hak Pengelolaan. Kemudian di atas
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Hak Pengelolaan tersebut akan dimohonkan Hak Guna Bangunan atas nama
badan hukum yang nantinya memanfaatkan tanah tersebut, dalam hal ini PT
Surya Dhoho Investama. Terkait manajemen pengelolaannya berupa hak,
kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing akan disepakati seiring
berjalannya dengan pembangunan Bandar Udara Kediri yang akan selesai.

. Permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah melalui pola business to
business (B2B) yaitu adanya pihak-pihak selain tim pengadaan tanah yang
terlibat dalam proses pengadaan tanah dalam hal ini perangkat desa yang
ditunjuk selaku kuasa jual untuk tanah yang belum terdaftar sehingga
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Adapun kurangnya pemahaman
terhadap mekanisme pengadaan tanah baik dari masyarakat maupun perangkat
desa sehingga banyak membutuhkan waktu dalam melengkapi dokumen
persyaratan untuk pengadaan tanah. Adapun masyarakat yang menolak nilai
ganti rugi baik pada proses pengadaan tanah melalui pola business to business
(B2B) maupun pada pola tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun permasalahan dalam
kegiatan pengadaan tanah melalui pola tahapan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yaitu melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum
yang mengalami penolakan nilai ganti kerugian oleh masyarakat. Tujuh belas
orang menolak besaran nilai ganti kerugian yang penilaian tanah dan
bangunannya dilakukan oleh appraisal. Karena adanya penolakan besaran
ganti kerugian dari pihak yang berhak tersebut sehingga harus mengajukan
keberatan ke pengadilan dan melakukan konsinyasi.

. Solusi dalam mengatasi adanya pihak-pihak selain pengadaan yang terlibat
yaitu dengan melakukan verifikasi data secara mendetail dan menyeluruh asal
usul tanah. Kemudian tim pengadaan tanah melakukan pembinaan kepada
masyarakat dan perangkat desa terkait mekanisme pengadaan tanah dengan
memberikan penjelasan sedetail mungkin kepada pihak yang berhak.
Kemudian untuk masyarakat yang menolak nilai ganti rugi pada saat B2B, PT
Surya Dhoho Investama memohonkan penetapan lokasi. Hal ini dikarenakan
residu tanah yang belum terselesaikan melalui pola business to business (B2B)

dapat dilaksanakan konsinyasi apabila masyarakat yang terdampak menolak
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atas nilai ganti rugi yang ditetapkan melalui pola tahapan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Untuk pola tahapan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dilakukan konsinyasi atas masyarakat yang menolak ganti
rugi pada saat pola tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta
dilakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak yang berhak.

B. Saran

1. Bagi instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini PT Surya Dhoho
Investama maupun Kementerian ATR/BPN (selaku Panitia Pelaksana
Pengadaan Tanah) seharusnya sejak awal sudah mempersiapkan berbagai
hal terkait pelaksanaan pengadaan tanah termasuk mekanisme pengadaan
tanahnya. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan business to business (B2B)
terjadi miskomunikasi dengan beberapa masyarakat terkait keberatan atas
ganti kerugian terhadap tanah yang terdampak pembangunan. Oleh karena
itu, tim pengadaan tanah perlu lebih sering mengadakan rapat koordinasi
yang dilakukan secara sistematis dan terarah bersama masyarakat maupun
pemerintah desa. Penjelasan tersebut sehubungan dengan rencana
pembangunan dan penilaian ganti kerugian yang harus tersampaikan
dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran para pihak akan
pentingnya pembangunan tersebut. Selanjutnya, pengalaman pengadaan
tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kediri melalui skema Kerjasama
antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini dapat menjadi solusi
atas keterbatasan anggaran dalam rangka kegiatan pengadaan tanah di masa
depan yang harus sudah dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik sejak
awal. Maka hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau latar
belakang diadakannya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) dengan infrastruktur lain di suatu daerah lainnya.

2. Bagi pemerintah daerah sebagai yang bertanggungjawab atas suatu wilayah
yang mana di atasnya dilakukan suatu pembangunan yang dilaksanakan
olen badan wusaha, perlu adanya peran aktif dalam mendukung
pembangunan di daerah. Perlu pemerintah daerah sadari bahwa penyediaan
tanah untuk pembangunan kepentingan umum juga menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu membuat suatu skema
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kebijakan terkait dengan proses pembangunan bandar udara di Kabupaten
Kediri baik berupa peraturan daerah yang berkaitan khusus atas adanya
pembangunan Bandar Udara Kediri serta perlunya terlibat langsung ke
masyarakat untuk memperlancar proses pembangunan untuk kepentingan
umum. Mengingat bandar udara di wilayah Kediri ini dibangun dengan
tujuan peningkatan kegiatan ekonomi sosial masyarakat melalui
pembangunan konektivitas Kabupaten Kediri dengan pusat — pusat
kegiatan ekonomi baik di skala nasional maupun di tingkat global yang
nantinya bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha
di Kediri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawabnya
dalam penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan baik, maka
sehubungan dengan penggantian dan pelepasan tanah instansi pemerintah
yang terkena pembangunan kepentingan umum ini juga tidak menjadi

permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya.
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